
LEMBARAN DAERAH KOTA PEKALONGAN
TAHUN 2009 NOMOR 15

PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN
NOMOR  15  TAHUN 2009

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
KOTA PEKALONGAN TAHUN 2005–2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKALONGAN,

Menimbang : a. bahwa  Rencana  Pembangunan  Jangka  Panjang  Daerah 
(RPJP)  mempunyai  peran  dan  fungsi  yang  sangat  penting 
dalam menentukan  arah  dan  prioritas  pembangunan  daerah 
secara bertahap, guna mempercepat terwujudnya masyarakat 
adil dan makmur;

b. bahwa  untuk  melaksanakan  ketentuan  Pasal  13  ayat  (2) 
Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2004  tentang  Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional dan Ketentuan Undang-
Undang  Nomor  17  Tahun  2007  tentang  Rencana 
Pembangunan  Jangka  Panjang  Nasional  Tahun  2005-2025, 
dipandang  perlu  menyusun  Rencana  Pembangunan  Jangka 
Panjang Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun;

c. bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana  dimaksud 
dalam  huruf  a  dan  huruf  b,  perlu  membentuk  Peraturan 
Daerah  tentang  Rencana  Pembangunan  Jangka  Panjang 
Daerah Kota Pekalongan Tahun 2005–2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  1950  tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan 
Propinsi  Djawa  Timur,  Djawa  Tengah,  Djawa  Barat  dan 
Daerah  Istimewa  Jogjakarta,  sebagaimana  telah  diubah 
dengan  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  1954  tentang 
Perubahan Undang-Undang Nomor  16 dan 17 Tahun 1950 



tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil 
di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 
Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 551);

2. Undang–Undang  Nomor  10  Tahun  2004  tentang 
Pembentukan  Peraturan  Perundang–Undangan  (Lembaran 
Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2004  Nomor  53, 
Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor 
4389);

3. Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2004  tentang  Sistem 
Perencanaan  Pembangunan  Nasional  (Lembaran  Negara 
Republik  Indonesia  Tahun  2004  Nomor  104,  Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004  tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun  2004  Nomor  125,  Tambahan  Lembaran  Negara 
Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah 
beberapa  kali  terakhir  dengan  Undang-Undang  Nomor  12 
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang–Undang 
Nomor  32  Tahun  2004  tentang  Pemerintahan  Daerah 
(Lembaran Negara Republik  Indonesia  Tahun 2008 Nomor 
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik  Indonesia  Tahun 2004 Nomor 
126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4438);

6. Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2007  tentang  Rencana 
Pembangunan  Jangka  Panjang  Nasional  Tahun  2005-2025 
(Lembaran Negara Republik  Indonesia  Tahun 2007 Nomor 
33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4700);

7. Undang-Undang  Nomor  26  Tahun  2007  tentang  Penataan 
Ruang  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2007 
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4725);

8. Peraturan  Pemerintah  Nomor  21  Tahun  1988  tentang 
Perubahan  Batas  Wilayah  Kotamadya  Daerah  Tingkat  II 
Pekalongan,  Dan  Kabupaten  Daerah  Tingkat  II  Batang 
(Lembaran  Negara Republik  Indonesia  Tahun 1988 Nomor 
42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3381); 

9. Peraturan  Pemerintah  Nomor  39  Tahun  2006  tentang  Tata 
Cara  Pengendalian  dan  Evaluasi  Pelaksanaan  Rencana 



Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2006  Nomor  96,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik 
Indonesia Nomor 4463);

10. Peraturan  Pemerintah  Nomor  40  Tahun  2006  tentang  Tata 
Cara  Penyusunan  Rencana  Pembangunan  Nasional 
(Lembaran  Negara Republik  Indonesia  Tahun 2006 Nomor 
97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4664);

11. Peraturan  Pemerintah  Nomor  38  Tahun  2007  tentang 
Pembagian  Urusan  Pemerintahan  antara  Pemerintah, 
Pemerintah  Daerah  Provinsi,  dan  Pemerintah  Daerah 
Kabupaten/Kota  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia 
Tahun  2007  Nomor  82;  Tambahan  Lembaran  Negara 
Republik Indonesia Nomor 4737); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, 
Tata  Cara  Penyusunan,  Pengendalian  dan  Evaluasi 
Pelaksanaan  Rencana  Pembangunan  Daerah  (Lembaran 
Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2008  Nomor  21, 
Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor 
4817); 

13. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, 
Pengundangan  dan  Penyebarluasan  Peraturan  Perundang-
undangan;

14. Peraturan  Daerah  Provinsi  Jawa  Tengah  Nomor  11  Tahun 
2003 tentang Rencana Strategis (RENSTRA) Provinsi Jawa 
Tengah Tahun 2003 - 2008 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa 
Tengah Tahun 2003 Nomor 109);

15. Peraturan  Daerah  Provinsi  Jawa  Tengah  Nomor  21  Tahun 
2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi 
Jawa  Tengah  (Lembaran  Daerah  Provinsi  Jawa  Tengah 
Tahun 2003 Nomor 133);

16. Peraturan  Daerah  Provinsi  Jawa  Tengah  Nomor  8  Tahun 
2006  tentang  Tata  Cara  Penyusunan  Perencanaan 
Pembangunan  Daerah  dan  Pelaksanaan  Musyawarah 
Perencanaan  Pembangunan  Daerah  Provinsi  Jawa  Tengah 
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006 Nomor 
8 Seri E Nomor 1);

17. Peraturan  Daerah  Provinsi  Jawa  Tengah  Nomor  3  Tahun 
2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 
(RPJPD)   Provinsi  Jawa  Tengah  Tahun  2005  -  2025 
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 
3  Seri  E  Nomor  3,  Tambahan  Lembaran  Daerah  Provinsi 
Jawa Tengah Nomor 9);

18. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan 
Nomor  5  Tahun  1992  tentang  “Pekalongan  Kota  Batik” 



Sebagai  Sesanti  Masyarakat  dan  Pemerintah  Kotamadya 
Pekalongan  didalam  Membangun  Masyarakat,  Kota  dan 
Lingkungannya  (Lembaran  Daerah  Kotamadya  Daerah 
Tingkat II Pekalongan Nomor 13 Tahun 1992 Seri D Nomor 
8);

19. Peraturan  Daerah  Kota  Pekalongan  Nomor  5  Tahun  2003 
tentang  Rencana  Umum  Tata  Ruang  Kota/Rencana  Detail 
Tata Ruang Kota (RUTRK/RDTRK) Kota Pekalongan 2003 - 
2013 (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Nomor 34 Tahun 
2003 seri D Nomor 29);

20. Peraturan  Daerah  Kota  Pekalongan  Nomor  5  Tahun  2007 
tentang  Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  Daerah 
(RPJMD)  Kota  Pekalongan  Tahun  2005-2010  (Lembaran 
Daerah Kota Pekalongan Tahun 2007 Nomor 9);

21. Peraturan  Daerah  Kota  Pekalongan  Nomor  2  Tahun  2008 
tentang  Urusan  Pemerintahan  yang  menjadi  Kewenangan 
Pemerintahan  Daerah  Kota  Pekalongan  (Lembaran  Daerah 
Kota Pekalongan Tahun 2008 Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKALONGAN

dan

WALIKOTA PEKALONGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN  DAERAH  TENTANG  RENCANA 
PEMBANGUNAN  JANGKA  PANJANG  DAERAH  (RPJP) 
KOTA PEKALONGAN TAHUN 2005–2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pekalongan.
2. Pemerintah  Daerah  adalah  Walikota  dan  Perangkat  Daerah  sebagai  unsur 

penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Pekalongan.
4. Rencana  Pembangunan  Jangka Panjang Daerah  Kota  Pekalongan  Tahun 2005 – 

2025  yang  selanjutnya  disingkat  RPJP  Daerah  adalah  dokumen  perencanaan 



pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 
sampai tahun 2025.

5. Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  Daerah  Kota  Pekalongan  yang 
selanjutnya  disingkat  RPJM  Daerah  adalah  dokumen  perncanaan  pembangunan 
daerah untuk periode 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi 
dan  program Walikota  dengan  berpedoman  pada  Rencana  Pembangunan  Jangka 
Menengah (RPJM) Provinsi Jawa Tengah.

6. Rencana  Kerja  Pemerintah  Daerah  yang  selanjutnya  disingkat  RKPD  adalah 
dokumen perencanaan periode 1 (satu) tahun.

BAB II

PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 2

(1) Program Pembangunan Daerah Tahun 2005–2025 dilaksanakan sesuai dengan RPJP 
Daerah.

(2) Rincian dari program RPJP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum 
dalam  Lampiran  yang  merupakan  bagian  yang  tidak  terpisahkan  dari  Peraturan 
Daerah ini.

Pasal 3

RPJP daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai landasan 
dan pedoman bagi Pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan 20 (dua puluh) 
tahun ke depan terhitung sejak tahun 2005 sampai tahun 2025 dalam bentuk visi, misi dan 
arah pembangunan.

Pasal 4

RPJP Daerah mengacu pada RPJP Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Pasal 5

(1) RPJP Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, menjadi pedoman penyusunan 
RPJM Daerah yang memuat visi, misi dan program Walikota.

(2) Penyusunan  RPJM  Daerah  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1),  selanjutnya 
dijabarkan dalam RKPD.

(3) RKPD sebagaimana dimaksud pada  ayat  (2),  digunakan sebagai  pedoman  untuk 
menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

(1) Pemerintah  Daerah  melakukan  pengendalian  dan  evaluasi  pelaksanaan  RPJP 
Daerah.



(2) Tata  cara  pengendalian  dan  evaluasi  pelaksanaan  RPJP  Daerah  sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Pada saat  mulai  berlakunya Peraturan Daerah ini,  maka ketentuan mengenai  Rencana 
Strategis  (RENSTRA)  Kota  Pekalongan  Tahun  2003–2008,  dinyatakan  masih  tetap 
berlaku.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya,  memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini 
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 30 Desember 2009

WALIKOTA PEKALONGAN

Cap.
ttd.-

MOHAMAD BASYIR AHMAD

Diundangkan  di Pekalongan 
pada  tanggal 30 Desember 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKALONGAN

M A S R O F,  S H
Pembina Utama Madya

NIP. 19510919 198003 1 007
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PENJELASAN ATAS 

PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN

NOMOR  15  TAHUN 2009

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
KOTA PEKALONGAN TAHUN 2005–2025

I. PENJELASAN UMUM

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara langsung setiap periode 5 (lima) 
tahunan menjadi pertimbangan utama pentingnya penyusunan rencana pembangunan 
daerah yang berkesinambungan. Mengingat akan pentingnya rencana pembangunan 
dalam  dimensi  jangka  panjang,  seperti  yang  diamanatkan  dalam  Undang-Undang 
Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), 
maka  Kota  Pekalongan  menyusun  Rencana  Pembangunan  Jangka Panjang  Daerah 
(RPJPD) untuk kurun waktu 20 tahun (2005-2025).

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Pekalongan 
Tahun 2005-2025 adalah dokumen perencanaan pembangunan Kota Pekalongan yang 
substansinya menjabarkan kondisi pada saat ini,  tantangan, modal dasar, visi, misi, 
sasaran, arah pembangunan, tahapan, dan skala prioritas pembangunan daerah yang 
akan dipedomani secara terencana dan bertahap pada periode pembangunan 20 (dua 
puluh) tahun kedepan.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Pekalongan 
Tahun  2005-2025  adalah  dokumen  perencanaan  pembangunan  Kota  Pekalongan 
periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025, 
dimaksudkan  untuk  memberikan  arah  sekaligus  menjadi  acuan  bagi  pemangku 
kepentingan  pembangunan  (pemerintah,  masyarakat,  dan  dunia  usaha)  Kota 
Pekalongan  dalam  mewujudkan  cita-cita  dan  tujuan  pembangunan  daerah  yang 
integral  dengan  tujuan  pembangunan  nasional  sesuai  dengan  visi,  misi,  dan  arah 
pembangunan yang telah disepakati bersama. 

Adapun  tujuan  penyusunan  Rencana  Pembangunan  Jangka  Panjang 
Daerah  (RPJPD)  Kota  Pekalongan  Tahun  2005-2025  adalah  sebagai  pedoman 
penyusunan  Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  Daerah  (RPJMD)  selama 
periode tahun tersebut, sehingga pembangunan daerah menjadi lebih efektif, efisien, 
terpadu, berkesinambungan dan saling melengkapi  satu dengan lainnya  dalam satu 
pola sikap dan pola tindak seluruh pemangku kepentingan pembangunan daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Istilah–istilah yang dirumuskan dalam Pasal ini dimaksudkan 
agar  terdapat  keseragaman  pengertian  atas  isi  Peraturan 
Daerah  ini  sehingga  menghindari  kesalahpahaman  dalam 
penafsiran

Pasal 2 : Cukup Jelas



Pasal 3 : Cukup Jelas
Pasal 4 : Cukup Jelas
Pasal 5 : Cukup Jelas
Pasal 6 : Cukup Jelas
Pasal 7 : Cukup Jelas
Pasal 8 : Cukup Jelas


